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WALIKOTA MAKASSAR
FERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG
=L CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SR ESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA MAKASSAR

DEZNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B WALIKOTA MAKASSAR,

nahwa ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

dan Perdesaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota

iMakassar Nomor 03 Tahun 2010 fentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota

Makassar Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan

Daerah Nemor 3 Tahun 2010;

b. bahwa berdasarkan ketentuan -pasal 114 Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah,
mengenai hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomeor 3 Tahun 2010 ditetapkan lebih lanjut oleh

: Wallikota;

‘ bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dipandang perlu pengaturan fata cara pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Walikota

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan di Kota Makassar;

i
p
[1%)

o

o rgat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1858 tentang Pembentukan
Daerah — Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 1959 Nomer 74, Tambahan Lembaran

= Megara Republik Indonesia Nomor 1822);

) 2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1685
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 3312) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1984 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia MNomor 2688), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 {Lembaran Negara
Republik- Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3987);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Keolusi dan
Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahup 1899
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indeonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor &, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang - Pemerintahan “ Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ),

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Repuhlik Indonesm Tahun 2004 Nomor 1286,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004
Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2009 Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomeor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesta Nomor 5234);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 03 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2008
Nomaor 03)

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 03 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah {Lembaran Daerah Koia Makassar Tahun 2010
Nomor 03);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomer 3 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2102
Nomaor 2),

MEMUTUSKAN :

- PERATUURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUNMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KOTA MAKASSAR.

i)
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1.
2.
.3

1

Kota adalah Kota Makassar.

Walikcta adalah Walikota Makassar, .

Pejabat adalah pegawai vang diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. :

Dinas adatah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani
Pajak Daerah. -

Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang
menangani Pajak Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjudnya disingkat UPTD
adalah unit pelaksana feknis yang membantu Kepala Dinas
dalam.psngeleizan PBB,

Xes Dazrab zzzlzh Benk vang dituniuk clsh Pemerintah Kotz

- [
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

roen pexmA =t UENCINEN Pardesasa dan Pervolzan zdakh
Pgis¥ gi2s o dan/alzu banguian yang dimdld, dikuasai
denfatau dmmanizatkan olsh orang pribadi atau badan, kecuali
kevwasan yang digunakan unfuk kegiatan usana perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.

dumi adalzh pemukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan
secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau
laut.

Bank Persepsi adalah bank sehat yang ditunjuk pemetintah kota
Makassar dalam penerimaan/ penyetoran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Pefkotaan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
yang selanjufnya disebut Objek Pajak adalah Bumi danfatau
Bangunan yang dimiliki, dikuasai, danfatau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah crang pribadi afau
badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai , danfatau memperoleh manfaat atas Bangunan.
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi
atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi
danfatay memperoleh manfaat atas Bumi, danfatau memiliki,
menguasai, danfatau memperoleh manfaat atas Bangunan dan
dikenakan kewajiban membayar pajak.

Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang mefiputi perseroan terbaias,
perseroan komanditer, persercan lainya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun fima, kongst, ké"perasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya, tembaga
dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bazngunan
Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan -ketenfuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya
disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh
Waijib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
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18.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

26,

27.

28.

20,

. Nilai Juai Ooysic Pajgk, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah

harga rata-rasz vang digeroleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar. dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai
Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan
obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual
Obyek Pajak Pengganti.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat
SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang terutang kepada wajib pajak.

Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang
selanjutnya disingkat STBP-PBB adalah bukti pelunasan Pajak
Bumi dan Bangunan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah
pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif dan
jumlah pajak yang masih hanis dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumiah
pokok pajak sama besamya dengan jumlah paijak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumiah
kelehihan pembayaran pajak karena jumiah pajak lebih besar dari
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Tim Pemungut PBB Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disebut Tim Pemungut adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk
oleh Dinas untuk melakukan aktivitas pemungut pajak.

Keputusan adalah penetapan tertulis dibidang perpajakan yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan dan datam rangka pelaksanaan
vndang- undang penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang
perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan
pejabat berwenang sebagai akibat dikeluarkan Keputusan yang
dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak
berdasarkan Peraturan Perundangan Perpajakan, termasuk
gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang -
undang penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib
pajak atau penanggung pajak ferhadap suatu Keputusan yang
dapat diajukan banding, bsrdasarkan psraturan perundangan
¥ano o=
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30. Gugatan adzlzh upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib
pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang
dapat diajukan gugatan berdasarkan Peraturan Perunda{aan
yang berlaku.

31. Surat uraian banding adalah surat terbanding kepada pengédﬂan
pajak yang berisi jawaban atau alasan banding yang diajukgn
cleh pemohon banding.

32, Surat tanggapan adalah Surat dari tergugat kepada pengaqﬂan
pajak yang berisi jawaban atas gugatan yang diajukan
penggugat. MNa

33. Surat Bantahan adalah Surat dari pemohon banding atau
penggugat kepada pengadilan pajak yang berisi bantahan<atas

surat uraian banding atau surat tanggapan. O
BAB I N

RUANG LINGKUP ' N
Pasal 2 A\

(1) Tatfa cara pemungutan PEB dalam peraturan ini meliputi:

Tata cara pendaftaran objek pajak baru;

Tata cara pendataan dan penilaian cbyek pajak;

Tata cara penerbitan SPPT PBB;

Tata cara pembayaran PBB;

Tata cara mutasi sebagian/ seluruhnya ohjek dan subjek PBB;

Tata cara penerbitan salinan SPPT/SKPD PBE,;

Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi PBB dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT,

SKFPD PBB, dan STPD PBB yang tidak benar;

. Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo;

i. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran dan
_kompensasi PEB;

i. Tata cara pengurangan PBB; e

k. Tata cara penagihan PBB;

l. Tata cara pengajuan keberatan PBB;

m. Tata cara pemberian informasi PBB;

n. Tata cara pendaftaran obyek pajak.

(2) Pendaftaran cobjek pajak baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a adalah pendaftaran objek pajak PBB yang belum
terdaftar pada administrasi Pemerintah Daerah.

{3) Pendataan dan penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan pembentukan basis
data PBB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Makassar.

(4) Penerbitan SPPT PBB sebagairmana dimaksud pada ayat (1}
huruf ¢ adalah proses penerbitan berdasarkan cetak massal PBB
atau berdasarkan pendatitaran langsung wajib pajak.

(5) Pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
adalah proses pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak
melalui gavment online system pada TP PBB atau TPE yang
harus c¢i":~zs’ caling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal
Aropresa = 22T DR Aal=h Viafh Poiglk
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(6} Mutasi cbjek/subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

()

(8)

(9

huruf e adalah perubahan atas data objek/subjek pajak yang
diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-ain.

Penerbitan salinan SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f adalah proses penerbitan SPPT/SKPD sebagai
pengganti SPPT/SKPD yang hilang/belum diterima wajib pajak.
Pembatalan  dan/atau  Pembetulan  SPPT/SKPD/STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah proses
penerbitan Keputusan Pembatalan danfatau Pembetulan
SPPT/SKPD/STFD sebagai akibat penerbitan
SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar sebagai akibat kesalahan
tulis, dan/atau kesalahan hitung, danfatau kekelirtan penerapan
ketentuan ftertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan. h

Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud-
pada ayat (1) huruf h adalah penentuan kembali tanggal/saat
jatuh fempo pembayaran atas permohonan wajib pajak karena
keterlambatan diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian
SPOP atas permohonan wajib pajak karena sebab-sebab
tertentu.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah proses penyelesaian atas
kelebihan pembayaran PBB kepada wajib pajak.

Pengurangan PBB Terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf | adalah pemberian pengurangan pembayaran
atas permobhonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB
vang terutang.

+ Penagihan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k

adalah tata cara penagihan wajib pajak yang tidak dibayar atau
xurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

Pemberian informasi PBB sebagaimana dimaksud pada.ayat (1)
hurtf m adalah pemberian mformas: PBB atas permmohonan
wajih pajak.

BAR Il
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB

Bagian Pertama
Tata Cara Pendaftaran Objek PBB

Pasal 3

Serdaftaran objek PBB bam, dilakukan oleh subjek pajak atau

w72 paiak dengan persyaratan sebagai berikut :

3. Mangajukan pemmohonan secara tertulis dalam Bahasa
indonssia vang ditujukan kepada ‘Walikota melalui Dinas
randapatan;: |

Yncist SPOP. tzrmasuk LSPOP, dengan jelas, benar dan
[Seale-1ed

T Foorolr SPOR disedizkan dan dacal dipercish dengan cums-

e —m Ay Dlmpemm e Wetm Il smmmme o e e T
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3} Fotocopy lzin hendirikan Bangunan (IMBY baai vang
memiliki bangunan;

4} Fotocopy NPWP (bag! yang memii MUWP),

5) Fotocopy SSB/SSPD BPHTB,;

6) Surat Keterangan Tanah dari Lurah yang diketahui oleh
Camat setempat.

i2) Ketentvan lebih rinci mongeonal  pendaftaran  objek PBB
sebagaimana tercantumn dalam lamplran | Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendataan dan Penilaian Objek PEB
Paragraf 1
Tata Cara Pendataan Objek PBB

Pasal 4

{1} Pendataan objek dan subjek PBB dilakukan oleh Pemerintah
Kota Makassar dengan menuangkan hasilnya dalam formullr
SPOP. :

t2} Pendataan chjek dan subjek PBB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
b. Identifikasi objek pajak;

c. Verifikasi data objek pajak;

d. Pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 5
2ientuan lebih rinci mengenai Pendataan Objek PBB tercantum
=2!am lampiran 1l Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Tata Cara Penilaian Objek PBB
Pasal§
ety Pznilaian objzk PBB dilzkukan oleh Pemerintah Kota baik secara
Tass2l  maupun sscara  individual dengan  menggunakan

CETCa<aEn :eng 'j="‘1’" :“" rie'm.kaﬁ
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(1)
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(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP).

Pasal 7
Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
dapat berupa :

a. penilaian massal tanah;
b. penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya

Komponen Bangunan (DBKB) objek pajak standar;

¢. Penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya

Komponen Bangunan (DBKB) objek pajak non standar.
Ketentuan lebih ringi mengenai peniiaian objek PBB secara
massal tercantum dalam fampiran |ll Peraturan Walikota ini.

Pasal 8
Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dapat berupa :
a. penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan
pendekatan data pasar;
b. penilatan individual baik untuk tanah maupun bangtunan
dengan pendekatan btaya;

c. penilaian individual untuk objek pajak bangunan dengan
pendekatan kapitalisasi pendapatan. '
Ketentuan lebih rinci mengenai penilaian cobjek PBB secara

inividual tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan SPPT PEB
Pasal 9

SPPT PBB ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangari oleh
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas,
khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT PBB,
maka penandatanganan SPPT PBB dapat dilakukan dengan :
a. Cap dan Tanda tangan basah, untuk ketetapan Pajak
sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih;
b. Cap dan Cetakan fanda tangan, untuk ketetapan Pajak
dibawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
SPPT PBB dapat diterbitkan melalui :
a. Pehcelakan massal,
b. Pencetakan dalam rangka :
1) Pembuatan salinan SPPT PBB;
2) Penerbitan SPPT PBB sebagai tindak lanjut atas
kepiHtusan keberatan. pengurangan atau pembetulan;
3} Tindak lanjut pandafiarzn obiak pajak baru; dan
4 Llutasi objek danetz. sicis¥k pajak:



Pasal 15
Ketentuan lebih rinci mengenai pembayaran PBB tercantum dalam
lampiran V1 Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Tata cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya
Objek dan Subjek PBB

Pasal -16
{1) Atas dasar pengalihan objek PBB, wajib pajak dapat

mengajukan permohonan mutasn sebagian/seluruhnya objek
dan subjek PBB.

i2) Kelengkapan ‘permohonan mutasi objek dan subjek PBB,

meliputi ;
Surat permohonan mutasi;

Bukti perolehan/pengalihan objek pajak;
Bukti lunas PBB tahun sebelumnya;
Mengisi SPOP dan LSPOP;

Fofocopy SSB/SSPD BPHTE;
Fotocopy identitas kepemilikan KTP/SIM;’

Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah
(sertifikat/AJB/Rincifdokumen lain yang sejenis);

Surat Pengantar dari Lurah;

i. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); _
Pznyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB
mgzlalui penelitian kantor/lapangan dan penuangan dalam Berita
Acara melalui proses pemutakhiran data Geografis/Bidang.

w o woep U
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Pasal 17
Uwssi sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB dilakukan dengan
—zrcgunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VI
==rztoran Walkofa ini.

Bagian Keenam
Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT SKPD PBB -
Pasal 18
'+ Azas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, wajib Pajak
Zzozl mangajukan pemmcehenan penerbitan salinan SPPT/ SKPD
F53 s=cara perorangan ataupun secara kolektif ke Dinas.
v2 %z'angkapan persyaratan pengajuan penerbltan SPPT/SKPD
~=3 antarz lain ;
Surat Permohonan Penerbitan Salinan;
Surat pengantar dari Kelurahan;
ST3PSTTS lunas PBB Tahun sebelumnya atau tahun
z2ysEn:
Kzrtu fznda idendtas pemohon KTP/SIM:
Surar Kuasa iasanie diquesaxany

vy

i



¢. Surat Kuasa {apabila dikuasakan};
d. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa
Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

Pasal 23
Rinctan lebih lanjut mengenai Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi PBB dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT,
SKFD PBB, dan STPD PBB yang tidak benar, tercantum dalam
lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo
Pasal 24
(1) Atas dasar ketedambatan diterimanya SPPT PBB tahun berjalan
wajib pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali

tanggal jatuh tempo.
(2) Permmohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo diajukan
dengan dilengkapi persyaratan sebagai benkut :
a. SPPT PBB yang sudah diterima yang dilengkapi dengan
' tanggal bukti penerimaan;
b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa

Wajib Pajak dalam hal dikuasakan,

3 ‘ Pasal 25
: Rincian lebih lanjut mengenai penentuan kembali tanggal jatuh tempo
. 43 ercantum dalam lampiran X Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan
Kompensasi PBB e
Pasal 26

1} Afas dasar kelebihan pembayaran pajak terhutang wajib pajak
dapat mengajukan permachonan pengembalian kelebihan
pembayaran atau kompensasi PBB,

:Z) Pesngajuan permchonan pengembalian kelebihan pembayaran
disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan
sebagai berikut :

a. STBP/STTS asli dan STBP/STTS foto copy;
. b.. ‘Bukti lunas PBB tahun sebelumnya;
. ¢. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- d.. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa

Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
e. Nomor rekening atas nama waijib pajak.

c=nsael PB3 diberkan bardasarkan cermohanan

ig¥ - = - Tt . - —
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Pemberian pengurangan hanya diberikan 1 {satu) obyek yang
dimiliki dan ditempati.

Pasal 33

Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan dengan
persyaratan :

a,

b.

™ D

(1)

(@)

(3)

(N
(2)

Satu permohonan untuk beberapa objek Pajak dalam tahun yang

sama;

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan besaran

persentase pengurangan yang dimchonkan kepada Kepala Dinas;

Diajukan melalui pengurus legiun veteran atau organisasi terkait

lainnya yang diketahui oleh Lurah setempat;

Diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak SPPT diterima;

Dilampiri Foto copy SPPT yang dimchon pengurangan;

Diajukan dalam jangka waktu :

a) tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

b) Tiga bulan sejak tefadinya bencana-alam atau kejadian luar
biasa.

Tidak memiliki tunggakan PBB tahun sebelumnya. Sejak

dimchonkan pengurangan kecuali dalam hal cbjek pajak terkena

bencana alam atau sebab lain yang [uar biasa.

. Tidak sedang diajukan permchonan keberatan atas SPPT yang

dimchon pengurangan.

' Pasal 34
Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dianggap bukan
sebagai pemmohonan pengurangan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan pengurangan tidak  dapat

dipertimbangkan, Kepala Dinas dalam waktu paling lama 20 hari

kerja sejak permohonan itu diterima harus memberitahukan

secara terfulis dengan alasan yang mendasari kepada :

a. Wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan
secara perseorangan;

b. Pengurus legiun veteran atau organisasi terkait [ainnya dalam
hal permchonan diajukan secara kolektif;

Dalam hal permmohonan pengurangan tidak mendapatkan

pertimbangan wajib pajak dapat mengajukan kembali sepanjang

persyaratan telah ferpenuhinya.

Pasal 35
Keputusan Pengurangan dapat berupa mengabulkan
seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan wajib pajak.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan hasil penelittan.
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b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan
seketika dan sekaligus, atau

¢. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau
penundaan pembayaran pajak.

Pasal 39

K=tentuan lebih rinci mengenai penagihan PBB tercanfum datam
a2mpiran XIll Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua belas
Tata Cara Pengajuan Keberatan PEB

Pasal 40

'~y Kzheratan PBB dapat diajukan atas :

a. SPPT, atau
t. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB (SKPD PBB).

+ ®zberatan dapat diajukan dalam hal ;

s. ‘Vagjib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi
dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau
bangunan {idak sebagaimana mesiinya; danfatau

= Tsrdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan PBB.

Pasal 41
sozratan diajukan secara tertulis, langsung kepada Kepala

)
1
w

xan dalam waktu :
Trga bulan sejak diterimanya SPPT Tahun berjalan;
-Sawnt bulan sejak diterimanya SKPD - PBB.
<asl Penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk
—=moroses Surat Keberatan adalah -

znggal terima surat Keberatan dalam hal disampaikan
sezara fangsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada
z=nxzas pelayanan PBB;
z~ggal tanda pengirman Surat Keberatan, dalam hal
cmampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman Surat.

m_

f"*z
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Pasal 42

Fzmeiman persyaratan  ferhadap pengajuan keberatan
s=zzcammana dimaksud dalam pasal 41, dilaksanakan aleh Dinas
I=roan manggunakan Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan
f=erg=n PEB
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{2) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan,

dianggap bukan sebagai Keberatan, sehingga tidak dapat di

e pertimbangkan.

(3) Dalam hal Keberatan diajukan secara kolekiif dan ferdapat
sebagian pengajuan Keberatan tidak memenuhi persyaratan,

J maka atas sebagian pengajuan keberatan yang tidak memenuhi

e persyaratan dimaksud tidak dapat dipertimbangkan.

4 . (4)Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat diperimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dalam

jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal

b penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

TN 41 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan
yang mendasari, kepada ;:

a. Waijib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan
secara perseorangan; atau

b. Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara
kolektif.

Pasal 43

¥et=uan lebih rinci mengenai pengajuan Keberatan PBB tercantum
=z fampiran XIV Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga belas
Tata Cara Pemberian Informasi PBB

Pasal 44

Tr ~==z cazar kebuilvhan informasi  wajib pajak melalm fungsi
Dezyeaan dapat meminta informasi kewajiban perpa Jakannya

3 ¥ew=iozn parpajzkannya meliputi print lunas tunggakan dan
Sura K=zrzngan atas NJOP Bumi dan Bangunan.

Pasal 45
- = =2 peosngninfermast dimaksud diatas seperti tercantum
L ETowen XV¥Peraturan, Walikota ini

BAB 1V
SENGKETA
e Pasal 46
"‘JW — & y=rg o ms pemnasalahan/ sengketa pajak yang
It caneless'En di Pangadilan Pajak diatur sesuai dengan
‘ﬁm:;- Ferseren Perurdzemg-undangan yang berlaku.
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¥ FASILITASI

ﬁ . Pasal 47

& {1) Kepala Dinas Pendapatan Kota Makassar melakukan fasilitasi

Bl e

pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

(2} Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
mengkooidinasikan, menyempurnakan lampiran- lampiran sesuai
dengan  ketentuan  perundang-undangan, melaksanakan
sosialisasi dan bimbingan teknis untuk kelancaran penerapan
Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48
Peraturan Walikota ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Makassar. '

Ditetapkan difMakassar
pada tangga Desember 2012
WALIK: MAKASSAR,

U ..

H.ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN:

P = \akassar
Bt 26 Desember 2012
WS DAERAH KOTA MAKASSAR,

AIAAL &

= AGAR JAYA
i KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 NOMOR

50


dok
Typewritten text
26 Desember 2012

dok
Typewritten text
26 Desember 2012

dok
Typewritten text
50


&

Lﬁ

ran menyiapkan daftar penyampaian dan pengembalian SPOP
mt diterimanya SPOP oleh wajib pajak yang ingin mendaftarkan
s@=rvz. 32iain itu, pengembalian SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak
Fu=: ensan adanya daftar ini.

Hi

@ azTan anyerahkan SPOP yang telah diisi ke fungsi pendataan untuk
Wi Rz SPCF emasalah, fungsi pendataan akan melakukan penelitian
“®=ran dan merevisi SPOP tersebut tetapi jika tidak, SPOP dapat langsung
Fesmrran ke dalam arsip serta basis data SPOP. Yang bermasalah juga akan
_:ﬁr'::a'i ke dalam arsip dan basis data SPOP setelah revisinya selesat

\ MIAKASSAR, "

k_ o
H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN
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. LANGKAH 5

~ Serdasarkan data pasar, daftar biaya komponen bangunan (DBKB), peta blok,

SPOP, serta net konsep sket/ peta ZNT, fungsi pendataan akan meneliti data-data
~asukan ini kemudian menyerahkanya ke fungsi pengolahan data.
_ANGKAH 6

ingsi pengolahan data menyimpan data — data ini ke dalam basis data mereka
lu mengembalikan dokumen — dokumen aslinya ke fungsi pendataan. Fungsi
z=ndataan kemudian akan menyimpan dokumen — dokumen ini kedalam arsip

. »2ng sesuai.

WALIKOTA MAKASSAR, Is

it

"Zi H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN




BCES ATURAN WALIKOTA

£DUR PENERBITAN SALINAN SPPT PBB

, ‘:'mm
» =ziran SPPT PBB ini dilaksanakan ketika ada pengajuan
' .L_mrhua salinan SPPT PBB dikarenakan SPPT PBB belum
. —zax setelah cetak massal dilaksanakan dan didistribusikan
_’jﬁ,.qak.ataupun SPPT karena sesuatu dan lain hal SPPT tersebut
weoes dalam Himpunan Ketetapan Pajak SPPT fersebut terdaftar

spcEsTer. 2ata dan Informasi adalah unit yang menerbitkan salinan
=== ada pengajuan penerbitan salinan SPPT tahun yang sudah
- C=omizn dengan melampirkan STTS pelunansan Pajak Tahun
gz =2y KTP permohonan atau kuasa dari pemohonnya. Waijib
2rna Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) PBB yang
z 2ercan SPPT Asli sebagai media pembayaran kewajiban PEB

o AH TEKNIS

. Tengaiangi petugas pelayanan PBB dengan membawa dan
T#z0zn permohonan Penerbitan salinan SPPT , Lunas bayar

m.:;“a. PBB menerima berkas pengajuan dan menyerahkan
'Tw o=rv3s vang berisikan tanggal penyelesaian kepada Wajib

e UAR! . SHSAD- }“ﬂ

/éH. ILHANM ARIEF SIRAJUDDIN



